
BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR G3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan
anggaran yang mengalami penambahan, perubahan dan
pergeseran anggaran perlu dilakukan pembayaran
mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor
62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 Hal Pemberian
Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang
bersumber dari APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Aceh Jaya. Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya
Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa
kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nompr 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6207);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya
Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 62) diubah sebagai
berikut :

Diantara Ketentuan Pasal 3 A dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 3 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 B

Menggeser belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan
Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Anggaran 2018 dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 4 Juni 2018 M

ig Ramadhan 1439 H

k
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 4 Juni 2018 M

19 Ramdhan 1439 H
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